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ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP 
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MAMASA PERIODE 2003-2013 
 
Laen Sugi Rante Tandung 
Abd.Hamid Paddu 
Fatmawati 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dari pengeluaran 
pemerintah untuk infrastruktur jalan dan kondisi jalan pertumbuhan terhadap 
Kabupaten Mamasa dengan menggunakan data data sekuder dalam bentuk data 
deret berkala (time series)  periode 2003-2013. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis 2SLS.  
 Penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi dan kondis jalan sebagai 
variabel dependen dan  menggunakan pengeluaran pemerintah untuk sebagai 
variabel independennya. 
Hasil dari pengaruh rasio infrastruktur jalan rusak terhadap pertumbuhan 
ekonomi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur jalan 
berkorelasi positif namun tidka signigikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
sedangkan kondisi jalan baik yang jumlahnya semakin menurun memiliki 
hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan, pengeluaran pemerintah, 















THE ANALYSIS OF THE EFFECT OF  ROAD INFRASTRUCTURE TOWARDS  
GROWTH IN THE DISTRICT OF MAMASA  FOR PERIOD 2003-2013 
 




The purpose of this research  aims to analyze the effect of road infrastructure’s 
expenditure, and the road quality toward the Growth of Economy  of Mamasa 
Regency by using secondary data in form of  time series  for the period 2003-
2013. The analysis method that used in this research  was 2SLS . 
This research using economic growth and condition of the road as the  
dependent variable  while the independent variable are the government 
expenditure on road infrastructure. 
As the result, the effect of the road infrastructure toward economic growth 
showed that the government expenditure has positive but insignificant correlation 
toward  economic growth  while the decreasing of  the road quality give 
insignificant correlation toward economic growth 
Keywords :Economic Growth, Road infrastructure, government expenditure road 
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1.1 Latar Belakang 
Istilah infrastruktur sering digunakan dalam pembangunan kawasan 
ekonomi, pembangunan kota dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur 
merupakan prasarana publik primer dalam menjalankan perekonomian suatu 
negara. Keberadaan infrastruktur akan sangat mempengaruhi perekonomian 
suatu daerah di mana keberadaan infrastruktur yang baik akan berpengaruh 
positif terhadap kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Selain berfungsi 
menfasilitasi, keberadaan infrastruktur dapat mendukung kelancaran aktivitas 
ekonomi masyarakat dan distribusi aliran barang. Dengan adanya infrastruktur 
yang memadai akan terselenggara sistem transportasi yang efektif, efisien, 
aman, lancar dan murah. 
Salah satu moda infrastruktur yang paling sering digunakan adalah jalan, 
dimana menurut UU Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan di mana jalan berperan 
sebagai prasarana transportasi yang memiliki peran penting dalam ekonomi yang 
merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara,  sosial budaya, 
lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,  sebagai prasarana distribusi barang dan 
merupakan kesatuaan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat 
wilayah Republik Indonesia. 
Infrastruktur transportasi terutama jalan merupakan salah satu indikator 
yang sangat penting bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu 
daerah. Sesuai dengan fungsi infrastruktur sebagai perangsang tumbuhnya 
perekonomian, investor akan mengevaluasi keberadaan infrastruktur transportasi 
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dari dua sisi yaitu : Investor akan tertarik menanamkan modalnya apabila telah 
tersedia infrastruktur transportasi yang memadai (investment follows the ship); 
dan Investor akan tertarik menambah investasinya apabila pembangunan 
infrastruktur transportasi terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan 
perekonomian (ship follows the investment) dan keterbatasan infrastruktur 
menyebabkan perusahaan-perusahaan yang sudah ada tidak akan terdorong 
melakukan ekspansi dan investor baru juga tidak tertarik melakukan investasi 
yang selanjutnya akan mempengaruhi Produk Domestik   Bruto (PDB) / Produk 
Domestik Regional Bruto yang mana akan mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi.Kondisi ruas jalan yang buruk akan menghambat lalu lintas 
perekonomian suatu daerah yang mana berimbas pada kelancaran akses 
perekonomian suatu masyarakat, yang mengakibatkan mobilitas antar daerah 
dan distribusi barang menjadi sulit.  
 Mamasa merupakan salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, 
Indonesia di sisi lain daerah ini juga salah satu daerah yang cukup tertinggal 
hubungannya dengan transportasi umum. Moda sarana transportasi jalan 
merupakan penghubung utama   dari dan keluar Kabupaten Mamasa.  Selain 
jalan menuju Kabupaten Polewali Mandar,Pemerintah telah membuka jalan ke 
Ibukota Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju) dan Tanah Toraja namun kondisi jalan 
masih jauh dari kondisi layak sehingga sulit dilalui oleh kendaraan roda empat. 
Dari Tabel 1.1 Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman 
Kabupaten Mamasa diketahui bahwa pada tahun 2013 kondisi jalan baik pada 
total jalan Mamasa sangatlah minim dimana persentase jumlah jalan 
menggunakan aspal  hanya sebesar 198.18 km atau sebesar 11 persen dari total 
permukaan jalan, ironisnya 1051.91 km atau sebesar 58% permukaan jalan 
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Mamasa terbuat dari tanah dan 516.65 atau sebesar merupakan 28% jalan 
berkerikil. 
Tabel 1.1 Panjang Jalan Kabupaten menurut Jenis Permukaan (Km) di 
Kabupaten Mamasa tahun 2003-2013 
Jenis Permukaan Jalan 
Tahun Diaspal Kerikil Tanah Lainnya 
2003 90.5 757 426 428 
2004 120.34 608 434 556.32 
2005 138.5 263.33 846.87 475 
2006 121.5 283.66 854.1 465.08 
2007 154.95 402.11 811.14 356.1 
2008 162.7 418.61 826.64 358.1 
2009 169.7 421.61 861.64 313.1 
2010 169.7 421.61 861.64 313.1 
2011 195.16 510.15 1028.36 32.39 
2012 198.18 516.65 1051.94 32.39 
2013 198.18 516.65 1051.94 32.39 
Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa 
Gambar 1.1 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan 
Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa 
Berdasarkan gambar 1.1 jalan Kabupaten Mamasa masih didominasi 
oleh jalan rusak dimana  sekitar 60% jalan yang menghubungkan Kabupaten 
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baik sedang rusak rusak berat
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berada pada urutan terendah, dari total jalan tahun 2011 hanya 14,6%  Jalan di 
Kabupaten Mamasa yang berada pada kondisi baik dan menurun secara drastis 
pada tahun 2013. Kondisi ini berdampak pada waktu tempuh Mamasa ke 
Polewali yang menjadi semakin lama.Waktu tempuh yang berkisar sekitar 93 km 
membutuhkan waktu 5-6 jam. 
Kerusakan jalan tersebut akan mengganggu perekonomian di Mamasa, 
Dimana kelancaran distribusi barang yang sangat dipengaruhi oleh infrastruktur 
akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kota Mamasa. 
Tabel 1.2 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Mamasa 
Periode 2003-2013  







2003 448.891.360.000 4.08 
2004 462.728.150.000 4.34 
2005 482.241.670.000 5.70 
2006 474.905.610.000 5.70 
2007 479.896.180.000 6.67 
2008 524.553.530.000 7.35 
2009 564.009.310.000 7.52 
2010 612.818.690.000 8.54 
2011 657.189.800.000 7.53 
2012 700.677.360.000 6.62 
2013 737.682.570.000 5.28 
   
 Sumber: Badan Pusat Statistik 
 
 
berdasarankan data sebelas tahun terakhir pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Mamasa pengalami perlambatan dimana ekonomi Mamasa tetap 
tumbuh positif namun dari tahun ke tahun besarannya menurun  dengan 
petumbuhan ekonomi rata-rata 6.3 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 
tahun 2010 dengan PRDB mencapai 612.81 Milyar rupiah dan yang terendah 
adalah pada tahun 2003 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi hanya 4.08 
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persen, memasuki tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa 
sebesar 5.28 persen dibandingkan tahun lalu. laju pertumbuhan ekonomi 
menurun dari tahun sebelumnya yaitu 6.62 persen atau turun sebesar 1.34 
persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 disebabkan oleh pertumbuhan 
positif di semua sektor dan subsektor.Hingga tahun 2003 perekonomian 
Kabupaten Mamasa masih didominasi oleh sektor pertanian pada urutan 
pertama yaitu sebesar 53,4% dari total PDRB Kabupaten Mamasa. Namun 
angka ini mengalami penurunan dari tahun 2011 yaitu  sebesar 0.56% . 
Beberapa sektor mengalami peningkatan secara terus menerus 
diantaranya pertambangan dan penggalian serta bangunan dan sektor-sektor 
lainya pada perkembangannya mengalami fluktuasi. 
1.2 Kurva PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mamasa atas Dasar 
Harga Konstan 2003-2013 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
Berdasarkan data BPS di Kabupaten Mamasa diketahui bahwa atas 

























   
 
pada bidang pertanian. Pada urutan yang kedua ditempati oleh sektor jasa-jasa 
yang pada tahun 2013 sebesar 16.52 persen atau meningkat 0.46 persen dari 
tahun sebelumnya. Kemudian pada urutan ketiga adalah sektor perdagangan 
sebesar 9.82% atau meningkat 0.04 % sedangkan jumlah pendapatan di sektor 
lainnya masih sangat minim sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten 
Mamasa. 
Mamasa dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam 
terbaharui maupun tidak terbaharui.  Di bidang pertambangan Mamasa dikenal 
dengan potensi tambang zeliotnya,emas,dll namun potensi ini belum 
terberdayakan dengan baik mengingat infrastruktur sebagai faktor pendukung 
perekonomian  kondisinya sangat memprihatinkan yang mana ikut 
mempengaruhi segala sektor lainnya. 
Pembangunan infrastruktur sangatlah penting dalam rangka meningkatan 
perekonomian masyarakat suatu wilayah, prasarana infrastruktur tidakhanya 
dibutuhan oleh rumah tangga maupun industry sehingga peningkatan prasarana 
infrastruktur dugaraojab dapat membawa kesejahteraan dan mempercepat 
pertumbuhan ekonomi . Jika Dareah Mamasa memiliki prasarana yang 
mencukupi makan Mamasa akan mempunyai keuntungan yang lebh besar dalam 
usaha menarik  investasi masuk ke derah dibandingkan dengan daerah yang 
memiliki prasarana yang minim. 
Pentingnya infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi masih menjadi 
perdebatan di kalanan ekonomi, sampai saat ini  paling tidak ada 2 pendapat 
mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumuhan ekonomi yang didasaran 
pada hasil penelitian masing-masing. Pendapat pertama yang menyatakan 
bahwa infrastrutur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang adalah 
positif Aschauer (1989) dan lynde (1992) dan pendapat yang kedua pendapat 
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yang menyatakan bahwa infrastruktur tidak berpengaruh signifikan bahkan 
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Eakin (1994). 
Berdasarkan uraian tersebut, serta mengingat pentingnya infrastruktur 
terhadap perekonomian Kab. Mamasa, rendahnya kualitas sertan kuantitas 
infrastruktur jalan dan fluktuasi pertumbuhan ekonomi jalan maka dilakukan 
penelitian dengan tema “Analisis  Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi Kabupaten Mamasa” dengan menganalisis permasalahan akan 
transportasi publik utamanya jalan di Kab. Mamasa. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di yang ada maka rumusan masalah adalah sebagai 
berikut : 
1. Apakah kondisi jalan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Kabupaten Mamasa  
2. Apakah belanja pemerintah untuk infrastruktur jalan mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa.. 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui  pengaruh kondisi jalan terhadap pertumbuhan di 
Kabupaten Mamasa. 
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja untuk infrastruktur jalan terhadap 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa 
1.4 Manfaat Penelitian 
 Manfaat dan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan ke pihak-pihak terkait sebagai berikut: 
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1. Sebagai bahan referensi untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten 
Mamasa. 
2. Untuk kalangan akademisi diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai bahan masukan lebih lanjut sebagai data empiris bagi 







2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Pengertian Infrastruktur 
Stone dalam Kodoatie (2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai 
fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen 
publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, 
pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk 
memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sistem Infrastruktur merupakan 
pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam 
kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan 
sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, 
instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya 
sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg dalam Kodoatie, 2003). 
The World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:  
1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan 
untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (tenaga, 
telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, 
kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, 
pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).  
2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan  dan 
rekreasi.  
3. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol 
administrasi dan koordinasi. 
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Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang 
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur menjelaskan beberapa jenis 
infrastruktur yang penyediaannya diatur pemerintah, yaitu: infrastruktur 
transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum 
dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan 
infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur 
tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar, karena 
sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh 
pemerintah. 
2.1.2 Pengertian Jalan 
Menurut UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan merupakan 
prasana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk 
pembangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-
lintas, yang berada di permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan 
air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 
Jalan dalam arti yang luas adalah sepias ruang baik di daratan 
maupun di atas permukaan air atau diudara yang khusus, patut dan 
dipergunakan untuk perhubungan lalulintas antara tempat di permukaan bumi 
( Lubis, 1973 ).  
      Jalan dibedakan atas 3 jenis yaitu : 
1. Jalan udara yaitu jalan untuk lalu lintas pesawat terbang  
2. Jalan air ( laut, sungai danau dan saluran ) yaitu jalan untuk lalu lintas 
dengan kapal atau perahu. 
3. Jalan darat yaitu jalan yang dipergunakan untuk orang yang berjalan 
kaki, hewan dan kendaraan di daratan. 
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Jalan dapat dibedakan atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum 
adalah jalan yang dibuat dan dipelihara oleh pemerintah dan dipakai untuk 
umum. Jalan khusus adalah jalan yang dibuat dan dipelihara oleh perusahaan 
–perusahaan swasta atau perorangan dan tidak untuk umum. 
Jalan raya adalah jalur – jalur tanah di atas permukaan bumi yang 
dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan jenis konstruksinya, 
sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan 
kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ketempat lainnya 
dengan mudah dan cepat. 
2.1.3 Fungsi dan Klasifikasi Infrastruktur Jalan 
Klasifikasi jalan atau hierarki jalan adalah pengelompokan jalan 
berdasarkan administrasi pemerintahan dan berdasarkan muatan sumbu yang 
menyangkut dimensi dan berat kendaraan.Penentuan klasifikasi jalan terkait 
dengan besarnya volume lalu lintas yang menggunakan jalan tersebut, 
besarnya kapasitas jalan, keekonomian dari jalan tersebut serta pembiayaan 
pembangunan dan perawatan jalan. Berikut ini klasifikasinya: 
2.1.3.1 Berdasarkan fungsi Jalan 
 Jalan umum menurut fungsinya di Indonesia dikelompokkan ke 
dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.(UU RI 
No.38 tahun 2004 tentang jalan) dan UU.No.22 tahun 2009. Klasifikasi 
jalan fungsional di Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku adalah: 
1. Jalan arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 
[angkutan] utama dengan ciri perjalanan jarak 
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jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) 
dibatasi secara berdaya guna. 
2. Jalan kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 
angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak 
sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk 
dibatasi. 
3. Jalan lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 
angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan 
rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 
4. Jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi 
melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, 
dan kecepatan rata-rata rendah. 
2.1.3.2 Klasifikasi berdasarkan administrasi pemerintahan 
 Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian 
hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah. Jalan umum menurut statusnya 
dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, 
jalan kota, dan jalan desa. 
1. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam 
sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar-ibukota 
provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. 
2. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan 
jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan 
ibukota kabupaten/kota, atau antar-ibukota kabupaten/kota, dan 
jalan strategis provinsi. 
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3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan 
jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan 
ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar-ibukota 
kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, 
antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem 
jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan 
strategis kabupaten. 
4. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan 
sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam 
kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, 
menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat 
permukiman yang berada di dalam kota. 
5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan 
kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan 
lingkungan. 
2.1.3.3 Klasifikasi berdasarkan beban muatan sumbu 
 Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan 
kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas yang 
didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat 
dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing 
moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu 
terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan. Pengelompokkan 
jalan(UU No.14 Tahun 1992) tentang lalu lintas dan angkutan jalan 
menurut muatan sumbu yang disebut juga kelas jalan, terdiri dari: 
1. Jalan Kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan 
bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 
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2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, 
dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 
10 ton, yang saat ini masih belum digunakan di Indonesia, namun 
sudah mulai dikembangkan diberbagai negara maju seperti 
di Prancis telah mencapai muatan sumbu terberat sebesar 13 
ton; 
2. Jalan Kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan 
bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 
2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, 
dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton, jalan kelas ini 
merupakan jalan yang sesuai untuk angkutan peti kemas; 
3. Jalan Kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat 
dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran 
lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak 
melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang 
diizinkan 8 ton; 
4. Jalan Kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui 
kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak 
melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 
milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton; 
5. Jalan Kelas III C, yaitu jalan lokal dan jalan lingkungan yang 
dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan 
ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak 
melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang 
diizinkan 8 ton. 
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2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian 
yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu 
periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu 
proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output maka 
proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu balas jasa terhadap faktor 
produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan 
ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi 
juga akan meningkat.  
Indikator pertumbuhan ekonomi merupakan pertanda pentingnya di dalam 
kehidupan perekonomian. Jhingan (1994) menunjukkan enam ciri 
pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisis yang didasarkan 
pada produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja dan lain-
lain. Adapun keenam ciri – ciri pertumbuhan ekonomi modern tersebut adalah 
sebagai berikut :  
Pertama, laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita. Pertumbuhan 
ekonomi modern sebagaimana terungkap dari pengalaman negara maju sejak 
akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, ditandai dengan kenaikan produk 
perkapita yang tinggi dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang 
cepat. 
Selanjutnya Peningkatan produktifitas. Pertumbuhan ekonomi terlihat dari 
semakin meningkatnya laju produk perkapita terutama adanya perbaikan 
kualitas input yang meningkatkan efesiensi dan produktifitas per unit input. Hal 
ini dapat dilihat dari semaikn besarnya masukan sumber tenaga kerja dan 
16 
 
   
 
modal atau semakin meningkatnya efesiensi, atau kedua-duanya. Kenaikan 
efesiensi berarti penggunaan output yang lebih besar untuk setiap unit input. 
Yang ketiga, laju perubahan struktur yang tinggi. Perubahan struktural 
dalam pertumbuhan ekonomi mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke 
non pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dari skala unit–unit produksi 
dan peralihan dari perusahaan perorangan menjadi perusahaan berbadan 
hukum serta perubahan status kerja buruh. 
Keempat yaitu, Urbanisai. Pertumbuhan ekonomi ditandai pula dengan 
semakin banyaknya penduduk di negara maju yang berpindah dari daerah 
pedesaan kedaerah perkotan. 
Ciri pertumbuhan ekonomi selanjutnya yaitu ekspansi negara maju. 
Pertumbuhan negara maju kebanyakan tidak sama pada beberapa bangsa. 
Pertumbuhan ekonomi modern terjadi lebih awal dari pada bangsa lain. Hal ini 
sebagian besar disebabkan perbedaan latar belakang sejarah masa lalu. dan 
yang terakhir adalah arus barang, modal dan orang antar bangsa. Arus 
barang, modal dan orang antar bangsa akan mempercepat pertumbuhan 
ekonomi. 
Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam 
perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi 
bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi 
juga merupakan tingkat kenaikan PDB atau PNB riil pada suatu tahun tertentu 
apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada umumnya 
pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan perbandingan “Gross Domestic 
Product” (GDP) atau “Product Domestic Regional Bruto” (PDRB) untuk 
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daerah, dan “Gross National Product” (GNP) untuk skala nasional. 
(Djoyohadikusumo Dalam Irma, 2000). 
2.4.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi 
Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku 
karangannya yang berjudul An Inguiry into the Nature and Causes of the 
Wealt Nations, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomidan 
factor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith, 
beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, 
juga membahas masalah perkembangan ekonomi . 
Adapun Teori tentang pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut : 
1.Teori Klasik  
 a. Adam Smith. 
        Teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi 
sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan 
adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan output 
atau hasil. Teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul An 
Inquiry Into the Nature and Causes  of  the Wealth  of  Nations. 
b. David Ricardo. 
Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang 
semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan 
menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan 
mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan 
untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan 
mengalami kemandegan (statonary state). Teori David Ricardo ini 
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dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Principles of Political and 
Taxation. 
2.Teori Neoklasik 
a.  Model Input-Output Leontief. 
Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran da 
hubungan antar industri. Perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat 
dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran 
hubungan aliran input-output antar industri. Hubungan tersebut 
diukur dengan koefisien input-output dan dalam jangka 
pendek/menengah dianggap konstan tak berubah . 
2.  Model Pertumbuhan Lewis 
Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus 
Negara sedang berkembang yang mempunyai banyak penduduk. 
Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk disektor 
pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari 
surplus keuntungan. 
3. Robert Solow        
Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi 
merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, 
akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau 
output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif 
dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert 
Solow pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber 
daya yang positif.  
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4. Harrord Domar            
Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, 
karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan 
pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang 
pendapatan nasional dan kesempatan kerja. 
Pertumbuhan suatu sektor tergantung pada stok barang modal 
pertenaga kerja, tingkat keahlian tenaga kerja dan perubahan 
teknologi serta skala ekonomi yang pada gilirannya akan 
menentukan keunggulan komparatif suatu sektor.  
 
2.  Teori pertumbuhan ekonomi yang lain adalah : 
1. Teori Baru Pertumbuhan Ekonomi (Akhir 1980-an dan Awal 
1990-an) 
Teori ini mencoba memodifikasikan dan mengembangkan teori 
pertumbuhan tradisional sedemikian rupa sehingga ia dapat 
menjelaskan mengapa ada sebagian negara yang mampu 
berkembang begitu cepat sedangkan yang lain begitu sulit atau 
bahkan mengalami stagnasi (kemacetan). Teori baru ini juga 
bermaksud menjelaskan mengapa meskipun konsep-konsep 
neoklasik seperti pasar bebas dan otonomi sektor swasta begitu 
gencar didengungkan, tetapi peranan pemerintah dalam 
keseluruhan proses pembangunan masih tetap sangat besar.  
2. Teori Tahapan Linier  
1.      Rostow (Stages-of-growth-models of development) Model-
model pembangunan pertumbuhan bertahap. 
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Menurut Rostow dalam proses pembangunannya suatu negara 
akan melalui beberapa tahapan yaitu tahap pertama adalah 
tahapan tradisional, dengan pendapatan per kapita yang rendah 
dan kegiatan ekonomi yang stagnan; tahapan transisional, di 
mana tahap prakondisi bagi pertumbuhan dipersiapkan; tahap 
selanjutnya yaitu tahapan lepas landas (ini merupakan permulaan 
bagi adanya proses pertumbuhan ekonomi secara 
berkesinambungan); tahapan awal menuju ke kematangan 
ekonomi ; serta tahapan produksi dan konsumsi massal yang 
bersifat industri (inilah tahapan pembangunan atau development 
stage ).  
1. Harrod-Domar growth model (Model pertumbuhan Harrod-Domar) 
Sebuah persamaan yang menunjukkan hubungan fungsional 
secara ekonomis antara berbagai variabel pokok ekonomi. Pada 
intinya model ini menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP (g) 
secara langsung tergantung pada tingkat tabungan nasional (s) dan 
sebaliknya akan menentukan rasio modal-output (k), sehingga 
persamaannya adalah g = s/k. Persamaan tersebut mengambil nama 
dari dua orang ekonom terkemuka, yakni Sir Roy Harrod dari Inggris 
dan E. V. Domar dari Amerika Serikat.  




   
 
a) Gagasan dasar tentang pembangunan yang terkandung dalam 
teori-teori pertumbuhan bertahap tersebut di atas tidak selalu 
berlaku.  
b) Alasan utama tidak berlakunya teori tersebut bukan karena 
tabungan dan investasi tidak lagi merupakan syarat penting ( 
necessary condition ) bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi. 
Akan tetapi karena dalam kenyataannya telah terbukti bahwa 
pengadaan tabungan dan investasi itu saja belumlah syarat 
cukup ( sufficient condition ) untuk memacu pertumbuhan 
ekonomi. 
3. Necessary Condition (Syarat Perlu)  
Syarat yang diperlukan demi terjadinya suatu peristiwa meskipun 
mungkin jika syarat itu tidak disertai oleh yang lain, maka peristiwa 
tersebut bisa tidak terjadi. Sebagai contoh, pembentukan modal 
(capital) merupakan syarat perlu guna menunjang pertumbuhan 
ekonomi (sebelum pertumbuhan output terjadi, harus ada alatnya 
dahulu untuk menghasilkan output tersebut). Akan tetapi, agar 
pertumbuhan tersebut bisa berlangsung secara berkesinambungan, 
maka harus ada pula perubahan sosial, kelembagaan dan sikap yang 
bersifat menunjang.  
4. Sufficient Condition (Syarat Cukup)  
Suatu kondisi atau syarat yang harus dipenuhi guna memungkinkan 
sesuatu hal bisa terjadi. Sebagai contoh, menjadi mahasiswa dari 
sebuah universitas tertentu merupakan syarat cukup untuk menerima 
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pinjaman dana dari Program Kredit Mahasiswa. Model pembangunan 
Rostow dan Harrod-Domar secara implisit ternyata mengasumsikan 
adanya sikap-sikap dan pengaturan yang sama di negara-negara 
terbelakang. Akan tetapi, asumsi itu tidak sesuai dengan kenyataan 
yang ada di negara-negara Dunia Ketiga. Negara-negara tersebut 
masih sangat kekurangan faktor-faktor komplementer yang paling 
penting seperti halnya kecakapan manajerial, tenaga kerja yang terlatih, 
kemampuan perencanaan dan pengelolaan berbagai proyek 
pembangunan, dsb .  
Negara-negara Dunia Ketiga sekarang ini merupakan bagian integral 
dari suatu sistem internasional yang sedemikian rumit dan integratif, 
sehingga strategi-strategi pembangunan yang paling hebat dan 
terencana secara matang sekalipun dapat dimentahkan begitu saja oleh 
kekuatan-kekuatan asing yang keberadaan dan sepak-terjangnya sama 
sekali di luar kendali negara-negara yang bersangkutan.  
Maka muncullah pendekatan yang lebih baru dan radikal yang mencoba 
mengkombinasikan faktor-faktor ekonomi dan institusional ke dalam 
suatu model sistem baru mengenai kemajuan dan keterbelakangan 
internasional.  
5. Model Perubahan Struktural  
Mekanisme yang memungkinkan negara-negara terbelakang untuk 
mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari 
pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian 
yang lebih modern, lebih berorientasi ke kehidupan perkotaan, dan lebih 
bervariasi, serta memiliki sektor industri manufaktur dan sektor jasa-
jasa yang tangguh. Model perubahan struktural tersebut dalam 
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analisisnya menggunakan perangkat-perangkat neoklasik berupa 
konsep-konsep harga dan alokasi sumber daya, serta metode-metode 
ekonometri untuk menjelaskan terjadinya proses transformasi. Aliran 
pendekatan perubahan struktural ini didukung oleh ekonom-ekonom 
yang sangat terkemuka seperti W. Arthur Lewis yang termasyur dengan 
model teoretisnya tentang &quot;surplus tenaga kerja dua sektor&quot; 
( two sector surplus labor ) dan Hollis B. Chenery yang sangat terkenal 
dengan analisis empirisnya tentang &quot;pola-pola 
pembangunan&quot; ( patterns of development ).  
Model Perubahan Struktural  
Teori Pembangunan Lewis :  
a) T ransformasi struktural ( structural transformation )  
b) Model dua-sektor Lewis ( Lewis two-sector model )  
Teori pembangunan yang menyatakan bahwa jika surplus tenaga 
kerja (surplus labor) dari sektor pertanian tradisional bisa dialihkan ke 
sektor industri modern yang daya serap tenaga kerjanya semakin tinggi, 
maka hal itu akan mempromosikan industrialisasi dan dengan sendirinya 
akan memacu adanya pembangunan secara berkesinambungan.  
Salah satu cara untuk melihat kemajuan perekonomian dan 
perkembangan sektor adalah mencermati nilai pertumbuhan Produk 
Domesti Regional Bruto (PDRB) . PDRB adalah merupakan nilai dari 
seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun dalam suatu 
wilayah tertentu tanpa membedakan faktor- faktor produksi yang 
digunakan dalam proses produksi itu ( BPS sulsel, 1995 ). 
Dalam hitungan PDRB , seluruh lapisan usaha dibagi menjadi 9 
sektor, yaitu : sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan penggalian, 
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sektor Industri pengolahan, sektor Listrik, gas, dan air bersih, sektor 
Bangunan, sektor Perdagangan, hotel dan restoran, sektor Angkutan dan 
komunikasi, sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan 
sektor jasa- jasa.  
 Pembangunan semua sektor ditempuh berdasarkan rencana 
pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang 
tujuan fungsionalnya menyajikan prioritas pembangunan, mengidentifikasi 
sasaran pada masing- masing sektor, pengalokasian dana sesuai pada 
penekanan pada sektor tertentu, penentuan biaya, serta menentukan tolak 
ukur keberhasialan dan pelaksanaan..  
2.1.5 Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peingkatan pendapatan 
Sullivan.2006) pertumbuhan ekonomi biasaya diukur dengan Gross Domestic 
product GDP atau keseluruhan values added yang diciptakan di suatu negara. 
Di balik itu ada beberapa hal yang menjadi sumber terjadinya 
pertumbuhan ekonomi. Sumber pertumbuhan ekonomi yan paling utama yaitu 
tersedianya faktor Kapital dan tenaga kerja. Peningkatan Kapital dan tenaga 
kerja akan meningkatan output secara agregat di dalam perekonomian. 
Kapital meliputi investasi sektor public dan privat di dalam perekonommian . 
Misalnya saja, sektor  privat melakukan pembangunan pabrik, pembelian 
mesin-mesin produksi, dsb. Sedangkan sektor public dengan membangun 
infrastruktur seperti jalan, jembatab, jaringan telekomunikasi dan jaringan 
listrik yang disebut juga sebagai public capital (Mankiw, 2003:18). O’Sullivian 
(2006:27) menjelaskan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi lainnya di dapat 
dari proses capital developing,human capital,dan kemajuan teknologi.   
25 
 
   
 
Capital deepening merupakan peningkatan jumlah kapital untuk setiap 
pekerja artinya pekerja lebih bayak mendapatkan kesempatan untuk 
meningkatkan produktivitasnya dikarenakan banyaknya akses untuk 
memanfaatkan kapital yang ada. 
Human capital berkenan dengan tingkat pengeluaran/pendidikan 
seseorang yag memberikan kontribusi terhadap tingkat produktivitas dan 
pendapatannya.. peningkatan pendidikan dan skill para pekerja juga 
memugkinkan terjadinya efek limpahan kepada pekerja yang lain yaitu dengan 
berbagai pengalaman, pengetahuan dan keterampilan. secara teori, pekerja 
yang lebih pandai akan lebih produktif dan akan lebih tinggi tingkat 
pendapatannya dengan memanfaatkan efek kelimpahan tersebut. Secara 
agregat dapat terjadi peningkatan tingkat produktivitas dan pendapatan pada 
pekerja lain. O’ sullivan(2006) menjelaskan bahwa peningkatan human capital 
akan meingkatkan produktivitas kerja dan pendapata sehingga akan terjadi 
pertumbuhan ekonomi. 
Sumber yang terakhir adalah kemajuan teknologi, sumber pertumbuhan 
ini memberikan efek tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Kemajuan teknologi mempengaruhi ara kerja para pekerja. Kemajuan 
teknologi  memberikan kemudahan dalam proses produksi, suatu masyarakat 
dengan tingkat pengetahuan yang sama akn lebih produktif ketika masyarakat 
tersebut mempunyai akses untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam  
proses produksi.  Peningkatan produktivitas akan meningkatkan tingkat 
pendapatan pekerja yang akan mendorong perekonomian. 
Beberapa literatur pertumbuhan ekonomi baru(new growth theory) 
mencoba menjelaskan pentingnya infrastruktur dalam mendorong 
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perekonomian. Teori ini memasukkan infastruktur sebagai input dalam 
mempengaruhi output agregat dan juga merupakan sumber yang mungkin 
dalam meningkatkan batas-batas kemajuan teknologi yang dapat 
memunculkan ekternalitas pada pembangunan infrastruktur (Hultren dan 
Schawb, 1991:9) infrastuktur mempunyai efek eksternalitas yang Nampak 
pada kegiatan produksi. Eksternitas ini memberikan aksesibitas,kemudahan 
dan kemungkinan kegiatan produksi menjadi lebih produktif. Eskternalitas ini 
disebut eksternalitas positif. 
Secara nyata, sektor public dapat dimasukkan ke dalam fungsi produksi 
sebab adanya peran penting dari sektor public sebagai salah satu input dalam 
produksi. Peran sektor public yang produktif tersebut akan menciptakan 
potensi keterkaitan positif antara pemerintah dan pertumbuhan ekonomi 
(Barro, 1990).  
2.1.6 Teori Pengeluaran Pemerintah 
 Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila 
pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan 
jasa,pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan 
oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai 
pengeluaran pemerintah dapat dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu: 
2.1.6.1 Teori Makro 
 Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai 
indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran 
pemerintah.Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin 
besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori 
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ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang 
dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono,1999): 
1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. 
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.Perubahan gaji pegawai 
mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana 
perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan 
secara tidak langsung. 
3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment 
bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang 
melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada 
warganya yang meliputi  pembayaran subsidi atau bantuan langsung 
kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, 
pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. 
Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh 
yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi 
keduanya berbeda. 
 Dalam teori makro menurut Rostow dan Musgrave, Model 
Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah 
dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan 
perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap 
pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap 
menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan 
ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar 
karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti 
pendidikan, kesehatan, transportasi.  
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 Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan 
ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, 
tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin 
besar.Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan 
peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak 
menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi. Musgrave memiliki pendapat 
bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar 
dan presentase investasi pemerintah dalam presentaseterhadap GNP 
akan semakin kecil. 
 Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa 
aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-
pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program 
pelayanan kesehatan masyarakat. 
2.6.1.2 Teori Mikro 
Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran 
pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan 
permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran 
untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan 
disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan 




   
 
2.1.7 Teori Pengeluaran pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi 
Peranan pengeluaran pemerintah baik yang dibiayai melalui APBN 
maupun APBD khususnya pengeluaran untuk human capital dan 
infrastruktur fisik, dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi pada sisi lain 
pembiayaan dari pengeluaran pemerintah tersebut dapat memperlambat 
pertumbuhan. Hal ini sangat tergantung pada sejauh mana produktifitas 
pengeluaran pemertintah tersebut dan distorsi pajak yang ditimbulkannya, 
yang mana dalam konteks ini pemerintah baik secara langsung maupun 
tidak langsung dapat mempengaruhi total output (PDRB) yakni melalui 
penyediaan infrastruktur, barang–barang  publik dan insentif pemerintah 
terhadap dunia usaha seperti subsidi ekspor. 
Menurut Suparmoko (1996), pengeluaran–pengeluaran pemerintah untuk 
jaminan sosial, pembayaran bunga dan bantuan pemerintah lainnya akan 
menambah pendapatan dan daya beli. Secara keseluruhan pengeluaran 
pemerintah ini akan memperluas pasaran hasil–hasil perusahaan dari 
industri yang pada gilirannya akan memperbesar pendapatan. Dengan 
bertambahnya pendapatan yang diperoleh pemerintah, maka akan 
mendorong pertumbuhan ekonomi.  
Selanjutnya Suparmoko (1996) mengatakan pengaruh yang terjadi 
dengan adanya pengeluaran dan penerimaan pemerintah, ini tegantung 
pada hubungan perimbangan antara pengeluaran dengan pendapatan 
pemerintah itu sendiri. Jika anggaran surplus, artinya pendapatan dari 
pajak–pajak dengan pungutan–pungutan lain lebih besar dari 
pengeluarannya, maka pengaruh yang ditimbulkan terhadap kehidupan 
ekonomi bersifat kontraktif atas employment,  produksi regional dan output. 
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Sebaliknya bila anggaran itu ternyata defisit yakni pengeluaran atau 
pembelanjaan pemerintah melampaui pendapatannya timbullah efek 
ekspansif dalam perekonomian. 
Berdasrkan teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa baik atau 
tidaknya hasil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung 
dari kualitas pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah tidak atau kurang 
efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan faktor-faktor 
produksi. Jika pemerintah terlalu berkuasa dan menjalankan fungsi-fungsi 
ekonomi di dalam perekonomian suatu negara maka peranan swasta akan 
menjadi semakin kecil, para individu dan juga badan-badan usaha tidak lagi 
dapat melatih dirinya dalam menciptakan berbagai inisiatif secara efektif 
untuk mencapai keputusan yang rasional yang sangat berguna bagi 
pencapaian kepuasan atau keuntungan yang maksimal. Sebaliknya 
pemerintah terlalu sedikit tanggung jawabnya terhadap masyarakat, 
kegiatan swasta akan dapat merusak kehidupan masyarakat yaitu dapat 
menimbulkan adanya pembagian penghasilan yang tidak merata, timbulnya 
kegiatan-kegiatan monopoli, tidak ada usaha-usaha yang sangat penting 
untuk kepentingan umum yang diusahakan. 
2.1.8 Fungsi produksi Cobb-Douglas 
Fungsi produksi Cobb-Douglas diperkenalkan oleh Cobb, C.W dan 
Douglas, P.H melalui artikelnya yang berjudul A Theory of Production pada 
tahun 1928 ( Soekartawi,1990:159). Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah 
suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel 
independen, dan variabel dependen. Bentuk fungsi Cobb-Douglas secara 
matematik dapat ditulis seperti persamaan 2.1 di bawah ini. 
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Y = βoX1β1X2β2...........Xnβneu……………………………………………(2.1) 
Keterangan : 
Y  : variabel yang dijelaskan; 
X  : variabel yang menjelaskan; 
βo, β1, βn : besaran yang akan diduga; 
u  : kesalahan (disturbance term) 
e  : logaritma Natural (e = 2,718) 
 Untuk memudahkan pendugaan terhadap persamaan di atas maka 
persamaan tersebut harus diubah menjadi bentuk linier berganda, yaitu 
dengan cara melogaritmakan persamaan tersebut dan dirumuskan sebagai 
berikut. 
Ln Y = Ln βo + β1LnX1+β2LnX2+....+βnLnXn+v …….……………………..(2.2) 
Beberapa persyaratan harus diperhatikan dan dipenuhi sebelum 
menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas, yaitu: 
1. Tidak ada nilai pengamatan yang bernilai nol, karena logaritma dari 
bilangan nol adalah suatu bilangan infinitef (besarnya tidak 
diketahui). 
2. Dalam fungsi produksi tidak ada perbedaan teknologi pada setiap 
pengamatan (non neutral difference in the respective technologies). 
3. Tiap variabel  X adalah perpect competition. 
4. Perbedaan lokasi (pada fungsi produksi) seperti iklim adalah sudah 
mencakup pada faktor kesalahan (Soekartawi, 1990:161-162). 
5. Persamaan di atas dapat dengan mudah diselesaikan dengan 
regresi berganda menggunakan metode ordinary least square 
(OLS), dapat dilihat bahwa nilai β1, β2, dan βn tidak mengalami 
perubahan (tetap) walaupun variabel yang menjelaskan telah 
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dilogaritmakan. Nilai β1, β2, dan βn pada fungsi Cobb-Douglas 
menunjukkan nilai elastisitas X terhadap Y. 
Menurut Soekartawi (1990:173), ada tiga alasan mengapa fungsi Cobb-
Douglas lebih banyak dipakai, sebagai berikut : 
1. Penyelesaian fungsi Cobb-Douglas relatif lebih mudah 
dibandingkan dengan fungsi yang lain, seperi fungsi kuadratik. Hal 
ini disebabkan karena fungsi Cobb-Douglas dapat dengan mudah 
ditransformasi kefungsi bentuk linier. 
2. Hasil pendugaan garis regresi melalui fungsi Cobb-Douglas akan 
menghasilkan koefisien regresi yang sekaligus juga menunjukkan 
besaran elastisitas. Dengan demikian maka nilai β1, β2, dan βn 
pada fungsi Cobb-Douglas merupakan angka elstisitas.  
3. Besaran elastisitas sekaligus menunjukkan besaran return to 
scale yang diperoleh dari penjumlahan angka elestisitas. 
4. Fungsi produksi yang paling umum dipakai adalah fungsi produksi 
Cobb-Douglas, dimana jumlah pangkat atau βo + β1 pada fungsi 
ini mempunyai signifikansi ekonomi yaitu menunjukkan skala 
pengembalian atau returns to scale. 
5. Jika nilai βo + β1 = 1 maka skala pengembalian fungsi produksi 
tersebut adalah konstan atau constant returns to scale, artinya 
kenaikan input akan diikuti dengan kenaikan output secara 
proporsional. 
6. Jika nilai βo + β1> 1, dikatakan skala pengembalian menaik atau 
increasing returns to scale, artinya kenaikan input (misalnya 
sebesar n persen) akan diikuti dengan kenaikan output sebesar 
lebih dari n persen. 
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7. Jika nilai βo + β1< 1, dikatakan skala pengembalian menurun atau  
decreasing returns to scale, yang menunjukkan persentase 
kenaikan output lebih kecil dari persentase penambahan inputnya. 
 
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
Dalam hal ini infrastruktur tidak secara langsung mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi tetapi  melalui proses. Dalam upaya pencapaian tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi pemerintah perlu memperhatikan keberadaan 
aspek infrastuktur sebagai faktor pendukung perekonomian. Infrastruktur  
merupakan salah satu modal sosial  masyarakat (social overhead capital) yaitu 
barang-barang modal esensial sebagai tempat bergantung bagi perkembangan 
ekonomi dan merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat 
berlangsung. Dengan demikian, usaha meningkatkan output tidak mungkin 
dicapai apabila tidak ada ketersediaan  infrastruktur jalan yang memadai. Kondisi 
dan panjang jalan diketahui mempengaruhi output suatu daerah daerah akan 
membuat aliran barang dan jasa menjadi semakin lancar . 
Dengan adanya kondisi jalan yang baik jalan akan mempersingkat waktu 
tempuh, mempermudah mobilisasi barang dan jasa sehingga dapat mengurangi 
biaya produksi dan meningkatkan total produksi. 
Pengeluaran pemerintah 




Kondisi Jalan (Y1) 
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Jalan sebagai Public Capital keberadaannya sangat ditentukan oleh 
seberapa besar pengeluaran pemerintah untuk menambahan panjang dan 
perbaikan kondisi jalan Pengeluaran pemerintah dalam bidang pengembangan 
infrastuktur jalan akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian, 
pengeluaran pemerintah terhadap infrastruktur jalan merupakan investasi yang 
dapat menciptakan serta meningkatkan kegiatan ekonomi dimana keberadaan 
investasi akan menciptakan faktor produksi baru, yang akan menciptakan  
lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian akan menambah ,pendapatan baru 
dan teknologi pada faktor produksi  sehingga akan terjadi peningkataan output.  
Aliran investasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan infrastruktur dimana 
keberadaan infrastuktur akan merangsang dunia usaha dan memberikan akses 
lebih luas untuk menikmati sumber daya. Melalui intensif infrastruktur  
diharapkan aliran modal untuk investasi suatu daerah akan meningkat. Seperti 
yang diketahui investor akan mengevaluasi keberadaan infrastruktur transportasi 
dari dua sisi yaitu : 
1. Investor akan tertarik menanamkan modalnya apabila telah tersedia 
infrastruktur transportasi yang memadai (investment follows the ship);  
2. Investor akan tertarik menambah investasinya apabila pembangunan 
infrastruktur transportasi terus dikembangkan sejalan dengan 
perkembangan perekonomian (ship follows the investment) dan 
keterbatasan infrastruktur menyebabkan perusahaan-perusahaan 
yang sudah ada tidak akan terdorong melakukan ekspansi dan 
investor baru juga tidak tertarik melakukan investasi. 
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2.4 Hipotesis 
Berdasarkan Masalah dan teori di atas maka hipotesis yang dikemukakan 
adalah sebagai berikut: 
1. Diduga kondisi jalan buruk berpengaruh negatif  terhadap  Pertumbuhan 
Ekonomi Kabupaten Mamasa. 
2. Diduga belanja pemerintah untuk infrastruktur jalan berpengaruh positif 







3.1 Lokasi Penelitian, 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mamasa, yang merupakan salah 
satu kabupaten dari 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten 
Mamasa dijadikan sebagai lokasi penelitian karena dilihat dari letak geografisnya 
Kabupaten Mamasa menjadi menjadi salah salah satu daerah penghubung 
antara dua Kabupaten yaitu Toraja-Mamasa, dan Polewasi-Mamasa, Mamuju-
Mamasa namun hal ini terkendala di bidang infrastuktur Jalan yang membuat 
keterbatasan akses antar wilayah. 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 
data PDRB berdasarkan harga konstan Kabupaten Mamasa tahun 2003-2013. 
Data ini diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Mamasa, Badan 
Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Kabupaten Mamasa,berbagai literatur, 
situs resmi Kabupaten Mamasa dan Sulawesi Barat, serta sumber-sumber 
lainnya yang relevan. 
3.3. Metode Pengumpulan Data 
 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini 
maka akan dilakukan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian Kepustakaan, yang akan dilakukan melalui pengumpulan 
literatur, artikel, karangan ilmiah yang berhubungan erat dengan masalah 
yang akan dibahas. 
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2. Penelitian Lapangan, dengan mengunjungi langsung instansi-instansi 
terkait dengan penelitian ini berupa BPS Kabupaten Mamasa,Dinas 
Pekerjaan Umum dan instansi terkait lainnya 
3.4 Metode Analisis Data 
Fungsi Produksi Cobb-Douglas Fungsi produksi adalah hubungan fisik 
antara masukan produksi (input) dengan produksi (output). Fungsi produksi 
Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau 
lebih variabel, di mana variabel satu disebut  variabel dependen (Y) dan yang 
lain disebut variabel independen (X). Penyelesaian hubungan antara X dan Y 
adalah biasanya dengan cara regresi, di mana variasi dari Y akan dipengaruhi 
variasi dari X. 
Alat analisis menggunakan analisis regresi bertahap (2SLS) dengan 
model fungsi produksi. Teknik analisisnya menggunakan analisis fungsi produksi 
Cobb Douglas untuk menganalisis besarnya pengaruh dari pemanfaatan 
variabel-variabel input produksi dalam menghasilkan output produksi. Analisis 
yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 2SLS dalam bentuk logaritma 
dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi Cobb-Douglas 
merupakan bentuk persamaan regresi non linier yang dapat ditulis sebagai 
berikut : 
Y1 = f (X1,X2,)  
Dengan menggunakan fungsi 2SLS untuk mengetahui variabel independen 





   
 
Y2= β0 X1β1 Y1β1 
lnY2 = lnβ0 + β1lnY1 + β1lnX1 +  ui ……………………………..……..(3.1) 
Keterangan : 
Y2  =Pertumbuhan Ekonomi 
X1 = Pengeluaran Pemerinah untuk Infrastruktur Jalan 
Y1  = Rasio jalan buruk terhadap jalan baik 
β1, β2  = Koefisien regresi. 
ui = Disturbance 
3.5 Penguji Hipotesis 
3.5.1 Koefisien determinasi (R²) 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien 
determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu 
variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain 
(Santosa&Ashari, 2005:125).Dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan 
variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel tetapnya dalam satuan 
persentase. 
Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 
berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 
variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 
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untuk memprediksi variasi-variabel dependen.Untuk analisisnya dengan 
menggunakan output SPSS. 
3.5.2 Uji Statistik F 
 Uji signifikansi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan 
secara statistik bahwa seluruh variabel independen yaitu pengeluaran 
pemerintah untuk infrastruktur jalan(X1) ,Rasio jalan rusak terhadap jalan baik 
(Y1) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pertumuhan ekonomi 
 Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel 
independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan 
significance level 10 persen, Kriteria pengujiannya apabila nilai Fstatistik> F-tabel 
maka hipotesis diterima  yang mana seluruh variabel independen berpengaruh 
secara signifikan terhapdap variabel dependen dengan taraf 
tertentu,sedangkan apabila nilai F-statistik<F-tabell maka hipotesis ditolak yang 
artinya variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh seara 
signifikan terhadap variabel dependen. 
3.5.3 Uji T 
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 
secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. 
Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0.10 atau  Apabila nilai signifikan 
lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, 
yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial 
mempengaruhi variabel dependen. 
3.6 Variabel Penelitian 
Variabel Independen/tak bebas sebagai variable yang keberadaannya 
dipengaruhi oleh variabel lain (Y)  dalam hal ini  pertumbuhan ekonomi  yang 
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dinyatakan dalam satuan persen dan variabel dependen/bebas yaitu variabel 
yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh keberadaan variabel lain.variabel 
dependen dalam penelitian ini yaitu: Pengeluaran Pemerintah/alokasi anggara 
untuk infrastuktur Jalan di Kabupaten Mamasa (X1) dan variabel independen 
dan Rasio jalan rusak terhadap jalan baik  di Kabupaten Mamasa(Y1) sebagai 
variable perantara. 
3.7 Definisi Operasional 
Untuk menyamakan persepsi tentang variabel yang digunakan dan 
menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka penulis memberikan 
batasan operasional sebagai berikut: 
1. Pertumbuhan Ekonomi (Y2) adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten 
Mamasa yang diukur dari besarnya PDRB yang dihasilkan dari 
kegiatan perekonomian  Kabupaten Merauke dan dinyatakan dalam 
satuan Rupiah 
2. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur jalan merupakan anggaran 
pemerintah untuk perbaikan dan pembuatan jalan yang dinyatakan 
dalam rupiah. 
3. Rasio jalan rusak terhadap jalan baik merupakan rasio/perbandingan 






HASIL DAN  PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian 
 4.1.1 Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik 
  Kabupaten Mamasa merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten 
Polewali Mamasa pada tahun 2002 yang terbentuk berdasarkan UU nomor 11 
tahun 2002 yang pada saat itu masih dalam wilayah Provinsi Sulawesi 
Selatan. Namun pada saat terbitnya UU nomor 26 tahun 2004 tentang 
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat di Provinsi Sulawesi 
Selatan.Kabupaten Mamasa masuk dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat 
bersama dengan empat kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Mamuju, Mamuju 
Utara, Majene dan Polewali Mandar. 
Secara geografis/ letak wilayah Kabupaten Mamasa berada pada 
koordinat antara 119°00’49’’ -119°32’27’’ Bujur Tim ur, serta 2°40’00” hingga 
03°12’ 00 Lintang Selatan dengan luas wilayah selua s 3005,88 Km2. Secara 
administratif, batas wilayah Kabupaten Mamasa adalah:  
• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju;  
• Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan 
(Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Pinrang);  
•  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar ; 




   
 
4.1.2 Luas Wilayah 
  Kabupaten Mamasa memiliki potensi Sumber Daya Alam yang beraneka 
ragam, antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat, 
pertambangan dan pariwisata. Secara administratif, Kabupaten Mamasa 
sampai pada saat ini terdiri dari 17  Kecamatan yaitu : Kecamatan 
Messawa,Sumarorong,Tanduk Kalua’,  Nosu, Pana’, Mamasa, Tabang, 
Mambi,  Tabulahan,Aralle,Rante Bulahan Timur, Sesena Padang, Balla, 
Tawalian, Bambang, Buntumalangka dan Mehalaan dari 17 kecamatan di 
Mamasa terdapat 146 kelurahan dengan luas total wilayah sepanjang 3005,88 
km. Dari 17 Kecamatan di Mamasa terdapat 3 kecamatan yang 
menghubungkan Mamasa dengan kabupaten serta provinsi lainnya 
diantaranya Kecamatan Mambi sebagai penghubung Mamasa-Mamuju, 
Kecamatan Messawa yang menghubungkan Mamasa-Polewali, dan 
Kecamatan Tabang yang menghubungkan Mamasa-Toraja. 
Tabel 4.1 Luas Kabupaten Mamasa berdasarkan Kecamatan 
No Nama Kecamatan Jumlah 
Kelurahan/Desa 
Luas Wilayah 
(Ha) %thd total 
1 Sumarorong 10 254.00 8.47 
2 Messawa 9 150.88 5.02 
3 Pana 12 181.27 6.03 
4 Nosu 7 113.33 7.76 
5 Tabang 7 304.51 10.14 
6 Mamasa 12 250.51 8.31 
7 Tandukalua 12 250.70 4.03 
8 Balla 8 120.85 1.98 
9 Sesena padang 10 59.53 5.09 
10 Tawalian 4 45.99 1.54 
11 Mambi 14 142.66 4.75 
12 Bambang 20 136.17 4.54 
13 Rantebulahan timur 7 66.57 1.05 
14 Mehalaan 8 162.43 5.41 
15 Aralle 12 173.96 5.79 
16 Buntu malangka 11 211.71 7.00 
17 Tabuhalan 14 513.95 17.09 
 Kabupaten Mamasa 146 3005.88 100 
Sumber: Data Badan Pusat Statistik 
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4.2 Perkembangan Variabel Penelitian 
 4.2.1  Infrastruktur Jalan 
Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting  untuk 
memperlancar kegiatan perekonomian terutama bagi daerah pemekaran yang 
baru terbentuk seperti Kabupaten Mamasa. Usaha pembangunan yang 
meningkat menuntut adanya sarana transportasi untuk menunjang mobilitas 
penduduk dan kelancaran distribusi barang dari dan ke suatu daerah. Panjang 
jalan yang ada di Kabupaten Mamasa pada tahun 2013 sepanjang 2.062.66 
km yang terdiri dari 153 km jalan negara, 110.50 km jalan provinsi dan 
1799.16 km jalan kabupaten 
Wilayah Kabupaten Mamasa secara keseluruhan adalah daratan 
pegunungan sehingga angkutan jalan raya merupakan sarana transportasi 
utama yang dapat menghubungkan daerah ini dengan daerah lainnya. Jalan  
adalah satu-satunya sarana masuk dan keluar dari Kabupaten Mamasa. 
namun sampai saat ini kondisi jalan rusak parah sehingga jalan poros 
polewali-mamasa yang panjangnya hanya 93 km ditempuh dengan waktu 
sekitar 5 sampai 6 jam. 
Pemerintah telah membuka jalan ke perbatasan Kabupaten Tanah 
Toraja (Sulawesi Selatan) dan ke Ibukota Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju), 
tetapi sampai saat ini kondisinya rata-rata masih sangat jauh dari kondisi baik 
sehingga sulit untuk dilalui kendaraan roda empat apalagi bila musim hujan. 
Demikian juga dengan kondisi jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten 




   
 
Tabel 4.2 Panjang jalan menurut pemerintahan yang berwenang di 













2003 - 163.96 1701.5 1865.46 - 
2004 - 163.97 1718.66 1882.63 17.16 
2005 - 163.9 1724.03 1887.93 5.37 
2006 - 239 1724.04 1963.34 0.31 
2007 - 239.99 1724.3 1964.29 0.04 
2008 - 239 1756.05 1995.05 31.75 
2009 153 86 1766.05 2005.05 10 
2010 153 86 1766.6 2005.05 0.55 
2011 153 86 1766.06 2005.06 (0.54) 
2012 153 86 1799.16 2038.16 33.1 
2013 153 110.5 1799.16 2062.66 0 
Sumber: Data  Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Kabupaten          
          Mamasa 
 
 Sarana prasarana berdasarkan konstruksi adalah seluruh  jalan aspal. 
jalan batu/kerikil dan jalan lainnya di Kabupaten Mamasa. Berdasarkan gambar 
4.2 panjang jalan berdasarkan konstruksi atau jenis permukaan di Kabupaten 
Mamasa diketahui bahwa pada tahun 2013  konstruksi jalan Kabupaten Mamasa 
didominasi oleh jenis jalan tanah sepanjang 1050 km atau sebesar 58% dari 
panjang jalan jalan berkerikil sepanjang 516 km (28%) dan  jalan beraspal 
sebesar 198.18(9%) . 
Gambar 4.1 Panjang Jalan Kabupaten menurut Jenis Permukaan 
Kabupaten Mamasa  2003-2013 ( Km) 
 
















   
 
Gambar 4.2 Perkembangan Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan 




Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Kabupaten Mamasa 
 
  Panjang jalan berdasarkan kondisi jalan adalah keseluruhan jalan dengan 
kondisi baik(rata, tidak bergelombang,tidak ada kerusakan) jalan kondisi 
sedang (kerataan sedang, tidak bergelombang, tidak ada kerusakan), jalan 
dengan kondisi rusak ringan (mulai bergelombang, terdapat kerusakan dan 
penambalan) dan jalan kondisi rusak berat (retak-tetak,bergelombang, 
kerusakan pondasi) di Kabupaten Mamasa yang dihitung  dalam satuan 
kilometer. Panjang jalan berdasarkan kondisi jalan dapat dilihat pada gambar 
4.2 pada grafik ini diketahui bahwa panjang jalan berdasarkan kondisi jalan 
sebagian besar adalah  jalan dengan kondisi rusak yaitu sebesar 1276 km 
atau sebesar 70.9% pada tahun 2013 juga mendominasi pada tahun-tahun 
sebelumnya. Pada posisi kedua diikuti oleh jalan dengan kondisi sedang 
sebesar 405 km (22%), lalu diikuti oleh jalan dengan kondisi rusak berat 
sepanjang 25.95 km (5%) dan pada urutan terakhir  yaitu jalan dengan kondisi 
baik sebesar 1.4% dari panjang jalan. Kondisi jalan yang sebagian besar 
kondisi geografis kabupaten Mamasa yang memiliki stuktur tanah yang tidak 
stabil(labil) serta dipeparah dengan tingginya frekuensi curah hujan 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
baik 120.8 138.04 130 137.24185.66 162.7 225.06208.06 215.3 259.3 25.95
sedang 427 425.7 405.5 456.95315.14315.35304.35 376 476 381.8 405.38
rusak 776 796 833 792.55867.54826.64867.54879.54 845.5 1064.31276.8











   
 
menyebabkan tanah longsor dan kerusakan jalan sering terjadi di daerah 
pegunungan ini. 
 4.2.2 Keuangan Dan Perekonomian Daerah 
PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi 
perekonomian pada suatu daerah dalam satu periode tertentu.PDRB dihitung 
Atas Dasar Harga (ADH) berlaku atau nominal dan PDRB atas dasar harga 
konstan atau riil. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk 
mengetahui perkembangan struktur ekonomi, sementara PDRB atas dasar 
harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun 
ke tahun. Penggunaan angka atas dasar harga konstan ini dimaksudkan 
untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang 
diukur merupakan perubahan riil ekonomi. 
Tabel 4.3 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Mamasa 
Periode 2003-2013  







2003 402.105.350.000 4.08 
2004 419.515.050.000 4.34 
2005 435.569.990.000 5.70 
2006 474.905.610.000 5.70 
2007 479.896.180.000 6.67 
2008 524.553.530.000 7.35 
2009 564.009.310.000 7.52 
2010 612.818.690.000 8.54 
2011 657.189.800.000 7.53 
2012 700.677.360.000 6.62 
2013 737.682.570.000 5.28 
   
 Sumber: Badan Pusat Statistik 
 
Menurut dari data tabel 4.3 diketahui bahwa berdasarankan data sebelas 
tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa pengalami 
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perlambatan dimana ekonomi Mamasa tetap tumbuh positif namun dari tahun 
ke tahun besarannya menurun  dengan petumbuhan ekonomi rata-rata 6.3 
persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2010 dengan PRDB 
mencapai 612.81 Milyar rupiah dan yang terendah adalah pada tahun 2003 
dengan tingkat pertumbuhan ekonomi hanya 4.08 persen, memasuki tahun 
2013 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa sebesar 5.28 persen 
dibandingkan tahun lalu. laju pertumbuhan ekonomi menurun dari tahun 
sebelumnya yaitu 6.62 persen atau turun sebesar 1.34 persen. Pertumbuhan 
ekonomi pada tahun 2013 disebabkan oleh pertumbuhan positif di semua 
sektor dan subsektor. 
Dalam penghitungan PDRB 2003-2013 pertumbuhan ekonomi baik 
nasional maupun regional dihitung dengan menggunakan harga konstan 
Tahun 2000 sebagai tahun dasar. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB 
Kabupaten Mamasa pada tahun 2013, nilai PDRB atas dasar konstan  telah 
mencapai 737.68 Milyar Rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa 
selama periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 dapat dikatakan 
signifikan namun pada periode 2011-2013 meskipun terjadi penambahan 
pada total PDRB terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. 
Struktur ekonomi Mamasa masih didominasi oleh sektor pertanian 
pada urutan pertama. Pada tahun 2005 peranan sektor pertanian sebesar 
58.57 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Mamasa. Angka ini 
mengalami perurunan sebesar 0.71 persen jika dibandingkan dengan 
keadaan tahun 2004 di mana peranan sektor pertanan mencapai 59.28 
persen. Dalam struktur perekonomian Kabupaten Mamasa peranan sektor 
pertanian masih cukup besar selama tahun 2006-2010 yakni rata-rata 55.20 
persen, walaupun setiap tahun peranannya mengalami penurunan. Pada 
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tahun 2006 peranannya mencapai 57.39 persen Sedangkan pada tahun 2010 
peranannya turun menjadi 53.58 persen. 
Gambar 4.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha berdasarkan Harga 
Konstan Tahun 2003-2013 
 
 
Sumber:Data olahan Badan Pusat Statitk 
 
Tingginya peranan ini ditopang oleh subsektor Tanaman Bahan 
Makan dengan kontribusi rata-rata 27.22 persen kemudian disusul oleh 
subsektor tanaman perkebunan dengan kontribusi rata-rata 26.41 persen. 
Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Mamasa 
masih mengandalkan sektor pertanian tanaman bahan makanan sebagai 
sumber utama mata pencahariannya 
Selain pertanian. lapangan usaha lain yang mempunyai kontribusi 
cukup besar adalah sektor jasa-jasa. Lapangan usaha perdagangan. hotel 
dan restoran serta lapangan usaha bangunan yang masing-masing 
menyumbang 17.42 persen, 10.23 persen, serta 6.16 persen terhadap 
pembentukan total PDRB Kabupaten Mamasa pada tahun 2010. 
PDRB kabupaten Mamasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 























   
 
diperoleh pada tahun 2010 sebesar 8.54 persen  atau mengalami 
peningkatan sebesar 48.18 Milyar dari tahun sebelumnya. 
4.2.3 Pengeluaran Pemerintah untuk Infrastruktur Jalan 
 Belanja pemerintah sangatlah beperan penting untuk pertumbuhan 
ekonomi melalui peningkatan PDRB. Infrastruktur utamanya jalan merupakan 
salah satu sarana fisik pendukung pembangunan suatu daerah agar 
pembangunan ekonomi suatu daerah dapat terwujud. secara langsung 
pembangunan infrastruktur sendiri merupakan kegiatan produksi yang 
menciptakan output dan kesempatan kerja. Secara tidak langsung, 
ketersediaan infrastruktur yang mempengaruhi perkembangan sektor-sektor 
ekonomi yang lain terutama infrastruktur dasar yang memberikan 
produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan infrastruktur lanjutan. 
Tabel 4.4 Anggaran Infrastruktur Jalan (Rupiah) dan Perkembangan 
Panjang Jalan Mamasa Periode 2003-2013 








2003 10.521.509.500 1865.46  - 
2004 11.124.754.800 1882.63  17.17 
2005 12.234.365.400 1887.93  5.3 
2006 14.213.579.900 1963.34  75.41 
2007 16.201.609.400 1964.29  0.95 
2008 17.667.813.050 1995.05  30.76 
2009 20.550.364.400 2005.05  10 
2010 12.455.042.800 2005.05  0 
2011 27.955.894.000 2005.06  0.01 
2012 42.589.603.900 2038.16  33.1 
2013 56.529.322.000 2062.66  24.5 
   Sumber:Data Dinas Permukiman Umum Kabupaten Mamasa 
 
Infrastruktur merupakan salah satu faktor maju tidaknya 
pembangunan di suatu negara. Peran pemerintah sangat penting dalam 
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perekonomian pada negara berkembang salah satu kebijakannya yaitu 
government expenditure atau pengeluaran pemerintah dimana kebijakan 
pengeluaran pemerintah dapat mendorong kenaikan investasi modal dan 
produksi sehingga meningkatkan PDRB yang akan memacu pertumbuhan 
ekonomi. Dari tabel 4.4 diketahui pembiayaan pembangunan oleh Kabupaten 
Mamasa di bidang infrastruktur jalan mengalami peningkatan drastis pada 
tahun 2012 dan tahun 2013 yaitu sejumlah 42.5 Milyar Rupiah di tahun 2012 
hal ini menimbulkan perubahan dalam kondisi jalan di Mamasa di mana pada 
tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah jalan total sebesar 33.1 km kualitas 
jalan baik sepanjang 44  km dibandingkan dengan tahun sebelumnya.dan 
penurunan drastis jalan rusak berat sepanjang  236 di bandingkan dengan 
tahun 2011. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2013, Pada tahun 
tersebut terjadi peningkatan panjang jalan sebesar 24.5 km. 
Keputusan pemerintah mengenai pendaan perbaikan dan pendanaan  
jalan baru tergantung seberapa besar proyek yang di rencanakan pemerintah 
dalam rencana tahunan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Pada tahun 
2010 terjadi penurunan belanja pemerintah untuk infrastruktur jalan 
dikarenakan program pemerintah untuk perbaikan jalan berbasis kecil , tidak 
dilaksana proyek perpanjangan jalan dan dana yang hanya bersumber dari 
DAU dan DAK, sedangkan dibanding belanja pemerintah untuk infrastruktur 
tahun-tahun sebelumnya bersumber dari DAU, DAK, APBN Perubahan dan 
Dana DPDF-PPD.  
Sebagian besar  pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur jalan di 
gunakan untuk melakukan perbaikan jalan, hal ini disebabkan  oleh kondisi 
jalan Mamasa yang labil dan berlumpur sehingga tidak ada peningkatan 
signifikan dalam panjang jalan kabupaten Mamasa. Pembiayaan perbaikan 
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jalan di Kabupaten Mamasa secara terus menerus dilakukan mengingat 
kondisi tanah Mamasa yang labil dan rawan bencana longsor yang 
menyebabkan jalan yang telah dibangun cepat mengalami kerusakan. 
4.3  Analisis Data 
Untuk mengetahui pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y maka 
dilakukan perhitungan 2SLS. Dalam penelitian ini terdapat 1 variabel bebas yaitu 
pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur jalan(X1) dan kondisi jalan (Y1) 
Serta satu variabel dependen yaitu pertumbuhan Ekonomi 
Dengan menggunakan data time series selama periode tahun 2003-2013, 
Untuk menguji ada tidaknya pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel 
terikat maka dilakukan pengujan model regresi 2SLS Sdengan bantuan program 
komputer SPSS. 




Multiple R .646 
R Square .417 
Adjusted R Square .271 




 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Equation 1 
Regression .233 2 .116 2.861 .116 
Residual .325 8 .041   
Total .558 10    
 
Coefficients 
 Unstandardized Coefficients Beta t Sig. 
B Std. Error 
Equation 1 
(Constant) -3.427 3.001  -1.142 .287 
Y1 -.227 .102 -.693 -2.238 .056 








 Y1 X1 
Equation 1 Correlations Y1 1.000 -.489 X1 -.489 1.000 
 
  Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 
4.3.1 Interpretasi Hasil 
Hasil persamaan  regresi Analisis Pengaruh Infrastruktur terhadap PDRB 
Kabupaten Mamasa dengan variabel  pengeluaran   pemerintah untuk 
infrastruktur jalan(X1) dan Kondisi Jalan (Y2) data pada Tabel 4.5  maka 
diperoleh model dari perhitungan pengaruh pengeluaran infrastruktur jalan 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi  sebagai berikut: 
Dimana; 
LnY2=a+b1lnY1+b1lnx1+iu 
Y2=-3.427+ -0.227 ln Y1+0.239 ln X1…………………….………………(4.1) 
4.3.1.1 Pengeluaran  Pemerintah untuk Infrasturktur Jalan(X1) 
Dari hasil estimasi diketahui bahwa variabel pengeluaran 
infrastruktur jalan (X1) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi kabupaten Mamasa namun tidak signifikan, dengan demikian 
hipotesis tidak terbukti. Pengeluaran pemerintah  memiliki pengaruh 
positif namun tidak sinifikan ini berbeda dengan hipotesis dan teori yang 
menyaakan jika pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur jalan 
meningkat maka akan meningkatkan pertumbuhan. Menurut Dornbusch & 
Fischer berpendapat bahwa investasi akan menciptakan atau menambah 
kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang. Namun 
penelitian ini bertentangan dengan teori pengeluaran pemerintah yaitu 
pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur jalan akan berpengaruh 
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signifikan terhadap PDRB yang akan mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi.  
Hal ini disebabkan investasi infrastruktur jalan masih rendah yang 
mana menyebabkan kelambanan pengaruh terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi di Kabupaten Mamasa.  Anggaran jalan untuk infrastruktur dan 
PDRB kabupaten mamasa merupakan yang terendah secara regional di 
wilayah Sulawesi Barat. 
Menurut Widodo(2010) dalam penelitiannya mengemukakan 
bahwa pengeluaran pemerintah di sektor publik dalam hal ini jalan, tak 
dapat berdiri sendiri sebagai variabel dependen. Variabel ini harus 
berinteraksi dengan variael lain. Selain itu pengeluan menurut 
Todaro(2003) pengeluaran pemerintah sebagai suatu investasi yang tidak 
dapat secara langsung berpengaruh terhadap PDRB.  
4.3.1.2 Rasio jalan rusak terhadap jalan baik(Y1)   
Dari hasil estimasi diketahui bahwa variabel rasio jalan rusak 
terhadap jalan baik (Y1)  berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten Mamasa dengan hasil Y1 sebesar 0.239  dimana 
peningkatan Y2 sebesar 1% maka kualitas jalan akan menurunkan 
pertumbuhan ekonomi sebesar 23.9% dan dengan taraf keyakinan 90 % 
(α=0.10) tingkat signifikansi 0.056<0.10. Hasil ini disebabkan oleh kualitas 
jalan Mamasa yang belum dapat mendukung pertumbuhan ekonomi 
Mamasa secara optimal padahal Kondisi infrastruktur yang baik sangat 
menentukan kelancaran kegiatan ekonomi di suatu tempat dimana 
infrastruktur jalan yang baik dan memadai akan mengurangi biaya 
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transaksi dan distribusi barang dan jasa, lama waktu dan bahan bakar 
yang digunakan akan lebih hemat, sehingga akan lebih efisien. 
Kondisi ini bertentangan dengan kondisi yang terjadi di Mamasa. 
Ketidaksignifikanan  ini  diduga karena  kualitas jalan yang digunakan 
masyarakat kondisinya makin menurun atau tidak memadai sehingga 
tidak mampu mendukung kegiatan perekonomian. Hal ini dikarenakan 
kondisi jalan Mamasa yang perkembangannya naik turun dimana jalan 
kondisi baik yang pada awalnya terus mengalami peningkatan mengalami 
penurunan pada tahun 2010 dan 2013 (tabel 4.4) di mana pada tahun 
tersebut kualitas jalan baik pada ruas jalan kabupatan Mamasa menurun 
sebesar 208.06 Km pada tahun 2010 dan penurunan drastis kondisi jalan 
baik sebesar 25.95 km pada tahun 2013  meningkatnya jalan rusak dan 
menurunnya kondisi jalan baik menimbulkan biaya tinggi, baik karena 
bahan bakar yang terbuang sia-sia, waktu yang tidak produktif yang 
ujungnya berdampak pada harga barang yang ikut melambung. Selain itu 
kondisi jalan rusak mendominasi jalan di mamasa dimana sekitar 70.9% 
merupakan jalan rusak. 
Di sisi lain Mamasa sebagai wilayah  hasil pemekaran memiliki 
kualitas infrastruktur yang rendah. Kondisi ketersediaan infrastruktur 
sebagian besar daerah baru hasil pemekaran relatif tertinggal jika 
dibanding dengan daerah induknya (UNDP,2008) demikian pula dengan 
Mamasa. Oleh karena itu, untuk mengejar ketertinggalan  dari daerah 
induknya salah satu upaya strategis yang perlu dilakukan pemerintah 
kabupaten/kota Mamasa sebagai hasil pemekaran adalah memacu 
penyediaan dan perbaikan infrastruktur, terutama jalan. 
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Akses jalan yang  buruk di Kabupaten Mamasa membuat usaha-
usaha ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi suatu 
keluarga tidak dapat tercapai dengan baik. Pendapatan masyarakat yang 
menurun disebabkan karena dengan akses jalan yang sulit sehingga 
mobilitas manusia dan barang di Mamasa terhambat. Keterbatasan 
anggaran, moral hazard oknum pemerintah yang membiarkan kerusakan 
menjadi parah agar perbaikan membutuhkan biaya besar yang 
mendatangkan peluang mendapat gratifikasi ataupun korupsi  dan 
kurangnya kemauan politik pemerintah dan dewan untuk melakukan 
pemerihaan infrastruktur di Mamasa diduga menjadi penyebab lain 
rendahnya kondisi jalan baik yang menghambat peningkatan total output 
Kabupaten Mamasa. Padahal Perkembangan infrastruktur dengan 
pembangunan ekonomi mempunyai hubungan yang erat dan saling 
ketergantungan satu sama lain. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur 
pada umumnya akan dapat meningkatkan mobilitas penduduk, 
terciptanya penurunan ongkos pengiriman barang-barang, terdapatnya 
pengangkutan barang-barang dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan 
perbaikan kualitas dari jasa- jasa pengangkutan tersebut.  
Saat ini masalah infrastruktur menjadi agenda penting untuk 
dibenahi Pemerintah Kabupaten Mamasa karena infrastruktur merupakan 
penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan, di antaranya 
untuk mencapai target pembangunan ekonomi secara kualitatif maupun 
kuantitatif. Dalam jangka pendek pembangunan infrastruktur akan 
menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dalam jangka menengah 
dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas 
sektor-sektor ekonomi terkait sehingga pembangunan infrastruktur dapat 
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dianggap sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 
pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan 
mobilitas barang dan jasa(Marsuki. 2007). 
4.3.2 Hasil Uji Statistik 
4.3.2.1 Koefisien Determinasi (Uji R2) 
 Koofisien determinasi (R2) Pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Nilai 
koofisien determinasi adalah nol dan satu .Nilai R2 yang kecil berarti 
kemampuan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 
berarti variabel-variabel independen memberikan hamper semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi vasiasi variabel dependen. 
 Dari hasil pengujian di atas maka diketahui bahwa nilai koofisen 
determinasi (R2) yaitu sebesar 0.417 atau sebesar 41.7%. Hal ini berarti 
variabel pengeluaran pemerintah di bidang infrasruktur jalan (X1) dan 
rasio kondisi jalan rusak terhadap jalan baik  (Y1) berpegaruh sebesar 
41.7% terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan 58.3% merupakan 
pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti. 
4.3.2.2 Pengujian Signifikansi secara Simultan (Uji F) 
 Uji F-Statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh koofisien regresi secara bersama-
sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya apabila F-statistik< 
F-tabelmaka hipotesis ditolak yang artinya seluruh variabel independen 
yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
dependen. Apabila F-statistik> F-tabel maka hipotesis diterima yang berarti 
58 
 
   
 
variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
dependen. Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di 
dalam model dapat dilakukan dengan uji F. Analisis variance (Uji F) 
digunakan untuk menguji keberartian atau signifikansi dari pengaruh 
variabel terikat secara bersama-sama terhadap variabel bebas. 
Table 4.6 
Uji Signifikansi F (α=0.10) 
Untuk pengaruh X1dan Y1 terhadap Y2 
 
F-statistik F-tabel Kesimpulan 
2.861 3.11312 Tidak Signifikan 
    Sumber: Hasil Pengujian dengan menggunakan SPSS 
 
  Pengaruh pengeluaran pemerintah  untuk infrastruktur jalan (X1) 
dan Rasio jalan rusak terhadap jalan baik (Y1) terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi(Y2) di Kabupaten Mamasa dengan taraf keyakinan 90 % 
(α=0.10) degree of freedom (df1 =k-1=  3-1 = 2) dan degree of freedom 
(df2= n-k = 11-3=8) dengan F-Tabel sebesar 3.11312. Dari hasil penelitian 
diperoleh  t-statistik  sebesar 2.861 dengan tingkat signifikansi 0.116 karena 
tingkat siginfikansi 0.116  lebih  besar dari probabilitas 0.10 maka model 
regresi dapat digunakan untuk memprediksi faktor-faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa atau dengan 
kata lain secara keseluruhan variabel-variabel independen (bebas) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten 
Mamasa di mana nilai F-hitung  2.861 lebih kecil dari nilai F-tabel  
Dengan taraf signifikansi (probabilitas) 11.06>0.10 maka variabel yang 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi artinya variabel ini tidak 
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamasa. 
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4.3.2.3 Pengujian signifikansi Parsial Uji T-statistik. 
Table 4.7 
Uji Signifikansi t (α=0.10) 
cUntuk pengaruh X1dan Y1 terhadap Y2 
 
Analisis t-statistik t-Tabel Kesimpulan 
X1 -2.238 1.85955 Tidak Signifikan 
Y1 1.832 1.85955 Tidak Signifikan 
      Sumber: Hasil Pengujian dengan menggunakan SPSS 
 
 Uji t merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel bebas 
secara parsial.Uji ini dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi dari 
veriabel bebas secara individu dalam mempengaruhi variasi dari variabel 
terikat. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah variabel terikat dapat 
menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel bebas secara nyata.  
Jika thitung> ttabel H1 diterima (signifikan) dan jika thitung< ttabel H0 diterima 
(tidak signifikan) digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis 
terbukti atau tidak. dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 10%. 
 Untuk pengaruh  Pengeluaran Pemerintah (X1) dan rasio jalan 
buruk (Y1) diketahui tidak signifikan yang digunakan untuk membuat 
keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak. dimana tingkat signifikan 
yang digunakan yaitu 10% dan ttabel sebesar 1.85955.  Dari hasil regresi 
diketahui bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur jalan 
berpengaruh signifikan  dimana  thitung>ttabel di mana 1.832>1.85955 dan 
kondisi jalan buruk sebesar dimana  thitung< ttabel yaitu sebesar -





KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah jelaskan sebelumnya maka dapat 
ditarik kesimpulan yaitu. 
1. Variabel belanja pemerintah di bidang infrastruktrur jalan berpengaruh 
positif namun tidak signifikan  terhadap Petumbuhan Ekonomi Kabupaten 
Mamasa, dengan demikian hipotesis tidak terbukti. Hasil penelitian 
menunjukkan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur jalan masih 
rendah dan pengalokasiannya belum efektif terutama  sehingga 
menyebabkan kelambanan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
2. Kondisi  jalan buruk yang yang mendominasi pengaruhnya  signifikan dan 
negatif terhadap pertumbuhan di Kabupaten Mamasa. dengan demikian 
hipotesis terbukti. Rendahnya kondisi jalan baik mengakibatkan 
rendahnya pencapaian Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa 
5.2  Saran 
1. Untuk lebih mendongkrak  pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi di 
Kabupaten Mamasa. pemerintah perlu lebih meningkatkan proporsi 
anggaran untuk infrastruktur jalan baik untuk memperbaiki jalan yang 
rusak maupun untuk membuka jalan baru agar daerah-daerah pedalaman 
yang terisolir dapat terhubung dengan daerah-daerah lain yang ada di 
Kabupaten Mamasa.sehingga dengan demikian akan mempercepat 
perputaran barang dan jasa maupun aktivitas ekonomi lainnya yang pada 
akhirnya akan meningkatkan perumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa. 
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2. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai investasi pemerintah di bidang 
pembiayaan jalan raya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan 
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Tabel  PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Mamasa 
Periode 2003-2013  







2003 402.105.350.000 4.08 
2004 419.515.050.000 4.34 
2005 435.569.990.000 5.70 
2006 474.905.610.000 5.70 
2007 479.896.180.000 6.67 
2008 524.553.530.000 7.35 
2009 564.009.310.000 7.52 
2010 612.818.690.000 8.54 
2011 657.189.800.000 7.53 
2012 700.677.360.000 6.62 
2013 737.682.570.000 5.28 


















Tabel  Panjang Jalan Kabupaten menurut Jenis Permukaan (Km) di 
Kabupaten Mamasa tahun 2003-2013 
Jenis Permukaan Jalan 
Tahun Diaspal Kerikil Tanah Lainnya 
2003 90.5 757 426 428 
2004 120.34 608 434 556.32 
2005 138.5 263.33 846.87 475 
2006 121.5 283.66 854.1 465.08 
2007 154.95 402.11 811.14 356.1 
2008 162.7 418.61 826.64 358.1 
2009 169.7 421.61 861.64 313.1 
2010 169.7 421.61 861.64 313.1 
2011 195.16 510.15 1028.36 32.39 
2012 198.18 516.65 1051.94 32.39 
2013 198.18 516.65 1051.94 32.39 




















Anggaran Pemerintah untuk Jalan periode 2003-2013 
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